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2.1 Landasan Teori 
2.1.1. Teori Agensi 
Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory, 
yang membuat suatu model kontraktul antara dua atau lebih orang (pihak), dimana 
salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal 
mendelegasikan pertanggung jawaban atas decision making kepada agent,  hal ini 
dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent 
untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. 
Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak 
kerja atas persetujuan bersama (Muslim,2005). 
Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi 
publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada 
serangkaian hubungan prisipal-agen (Lane,2000;12-13). 
Mengacu pada teori agensi (agency theory), akuntabilitas publik dapat 
dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 





2.1.2. Teori Sikap dan Prilaku  
Teori sikap dan prilaku (theory of attitude and behavior) dikembangkan 
oleh Triandis (1980). Menurut Triandis (1971), faktor sosial yaitu internalisasi 
individual mengenai kultur subyektif grup referensi, dan persetujuan-persetujuan 
interpersonal spesifik yang telah dibuat oleh individual dengan orang lain di 
situasi-situasi sosial tertentu. Kultur subyektif grup referensi terdiri dari: 
1. Norma-norma atau instruksi-instruksi pribadi untuk melakukan apa yang 
dipersepsikan benar dan tepat oleh anggota dari kultur di situasi tertentu. 
2. Peran-peran (roles) juga berhubungan dengan perilaku-perilaku yang 
dipandang benar yang terkait dengan orang-orang yang memegang suatu 
posisi tertentu di suatu grup, masyarakat, atau sistem sosial 
3. Nilai-nilai (value) kategori-kategori abstrak dengan komponen-komponen 
perasaan yang kuat 
Menurut Triandis (1980) bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan 
sosial, kebiasaan dan konsekuensi yang ada. Sikap adalah berkenaan dengan apa 
yang orang-orang ingin lakukan. Aturan sosial merupakan apa yang mereka 
pikirkan akan mereka lakukan. Kebiasaan adalah berkaitan dengan apa yang 
mereka biasa lakukan. Konsekuensi merupakan akibat-akibat dari perilaku yang 
mereka pikirkan, baik konsekuensi yang menguntungkan maupun konsekuensi 
yang merugikan. Model perilaku interpersonal yang lebih komprehensif dari 
Triandis (1980) menjelaskan bahwa faktor sosial, perasaan, dan konsekuensi yang 
dirasakan dapat mempengaruhi tujuan perilaku dan selanjutnya akan 
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mempengaruhi perilaku. Ini berarti perilaku tidak akan terjadi jika situasinya tidak 
memungkinkan (Janti, 2005 dalam Tarina 2014). 
Dalam penelitian ini variabel-variabel seperti Kompetensi Sumber Daya  
Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan bagian dari faktor 
sosial. Perilaku seorang pembuat laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh 
sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi yang ada. Sikap seorang 
pemimpin harus selayaknya sebagai pemimpin, yang bertanggungjawab dengan 
apa yang akan dilakukannya. Pembuat laporan keuangan juga harus mengikuti 
aturan sosial yang ada, sehingga kebiasaannya dapat diterima di lingkungannya. 
Sedangkan konsekuensi yang didapat harus dipertanggung jawabkan baik 
menguntungkan maupun merugikan. 
2.2 Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang 
2.2.1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
Dalam pasal ini dibahas mengenai kekuasaan terhadap pengelolaan 
keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, hubungan 
keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah/lembaga 
asing, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan 
negara/daerah/swasta serta badan pengelola dana masyarakat. 
Dalam pasal ini juga menggatur tentang pelaksanaan APBN dan APBD, 
pertanggung jawaban pelaksanaannya serta sanksi pidana dan administratif yang 
menyangkut tentang keuangan negara. 
Lingkup keuangan negara sesuai dengan undang-undang ini terdiri atas, 
hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan 
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melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan 
negara dan daerah, pengeluaran negara dan daerah, kekayaan negara/kekayaan 
daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Lingkup 
keuangan negara juga mengenai kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dengan 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan 
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah. 
Pengaturan kekuasaan atas keuangan negara terdiri dari, presiden 
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari tugas 
sebagai kepala pemerintahan. Menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil 
pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 
Menteri/pimpinan lembaga sebagai penggunaa anggaran dan pengguna barang 
atas kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Serta gubernur/bupati/wali kota 
sebagai kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.. 
Sedangkan pengaturan kekuasaan atas keuangan daerah terdiri atas, 
gubernur/bupati/wali kota sebagai pengelola keuangan ditingkat daerah. 
Selanjutnya, dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
selaku pejabat pengelola APBD dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 
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2.2.2 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
Agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 tahun 
2004 serta terselenggaranya fungsi Badan Pemeriksa Keuangan secara efektif 
maka pada tanggal 19 Juli 2004 telah diundangkan Undang-undang N0. 15 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara 
UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu 
memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat 
dipahami. 
Dalam Undang-undang ini dibahas mengenai ruang lingkup pemeriksaan 
yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu. Juga dibahas dalam undang-undang ini mengenai 
kebebasan dan kemandirian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan 
objek pemeriksaan. Diatur juga mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan BPK 
hingga nanti pada akhirnya dihasilkan sebuah hasil dari pemeriksaan tersebut. 
Berdasarkan undang-undang ini, BPK menghasilkan hasil yang berbeda 
tergantung dari ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Untuk 
pemeriksaan keuangan akan menghasilkan sebuah opini. Untuk pemeriksaan 
kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan simpulan.  
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Hasil yang diperoleh oleh pemeriksa BPK selanjutnya akan disampaikan 
kepada lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif pemerintahan. Untuk 
rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, BPK berkewajiban melakukan 
pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi tersebut yang dilakukan 
pemerintah. Hasil pemantauan tersebut untuk selanjutnya akan diserahkan kepada 
lembaga legislatif untuk tindakan lebih lanjut. 
Dalam undang-undang ini juga dibahas mengenai ketentuan pidana, baik 
bagi terperiksa, pemeriksa dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. 
2.2.3 UU No 23 Tahun 2014 Sebagai Pengganti UU No 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah 
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 
antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (UU No. 23 tahun 2014). 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti (UU No. 23 tahun 
2014). 
Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan 
dipegang oleh presiden. Tugas ini diuraikan dalam urusan pemerintahan yang 
dipegang oleh menteri. Urusan pemerintahan ini diselenggarakan dengan tiga 
asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 
Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan ini dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren 
dan urusan pemerintahan umum. 
Urusan pemerintahan absolut adalah wewenang penuh pemerintah pusat 
atau pelimpahan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur wakil 
pemerintah pusat berdasar asas dekonsentrasi seperti politik luar negeri, 
pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter/fiskal dan agama. 
Urusan pemerintah konkuren adalah wewenang yangg dibagi antara 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai 
pelaksanaan otonomi daerah. Ada dua kewenangan daerah dalam urusan 
pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan 
bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau dilimpahkan kepada 
gubernur wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah dengan 
asas dekonsentrasi atau bisa juga dengan menugasi daerah berdasarkan asas tugas 
pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren provinsi dapat dilaksanakan sendiri 
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oleh provinsi atau dengan menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas 
pembantuan atau bisa juga dengan cara menugasi desa.  
 Urusan pemerintahan umum adalah pelaksanaan semua urusan 
pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan 
oleh instansi vertikal seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, keamanan rakyat semesta atau disingkat idpoleksosbudhankamrata, 
penangananan konflik, bencana, sara, demokrasi dan sebagainya. Dilaksanakan 
oleh gubernur/bupati/wali kota dibantu instansi vertikal dari biaya APBN.  
Asas urusan pemerintah desentralisasi dilakukan melalui penataan daerah 
dengan tujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemrintahan daerah, 
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan 
kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, 
meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara 
keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah (DisdikJambi.go.id:2015). 
2.2.4 PP No. 71 Tahun 2010 Sebagai Pengganti PP No. 24 Tahun 2005 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam 
pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite 
standar akuntansi pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (PP No. 71 tahun 2010). 
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Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP 
dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), 
dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun 
mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 
2010). 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 
acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, 
pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas 
sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010). 
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 
antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah 
laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 
besar pengguna laporan (Mahmudi,273;2013). 
Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh 
pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur 
laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan 
keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos 
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aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan 
transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar 
akuntansi pemerintahan lainnya (PSAP No. 1). 
Sesuai dengan amanat undang-undang keuangan negara tersebut, 
pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
(diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan 
basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan 
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (diganti dengan 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) masih bersifat sementara sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, 
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran 
pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. 
2.2.5 Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
Ruang lingkup Permendagri No. 64 Tahun 2013 meliputi kebijakan 
akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan 
Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah berlaku bagi 
entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah erdiri atas kebijakan 
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akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi 
pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan 
akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas (a) pemilihan 
metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan (b) pengaturan yang 
lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 
SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan 
identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, 
penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. SAPD terdiri atas 
sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sistem 
akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi PPKD 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, 
beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, 
penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan 
laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPD 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, 
beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan 
koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. 
BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan 
kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. 
BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian 
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pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 
keuangan. 
Pasal 10 Permendagri No. 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa kebijakan 
akuntansi Pemerintah Daerah dan SAPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah tersebut ditetapkan paling lambat pada 
31 Mei 2014. Menyatakan kembali apa yang telah dinyatakan PP No. 71 Tahun 
2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013 menegaskan bahwa penerapan SAP 
berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 
(Pekanbaru.bpk.go.id). 
2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia  
Menurut Moeheriono (2009) dalam Andika kompetensi merupakan sebuah 
karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan 
bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh 
seseorang pada waktu periode tertentu. 
Kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa 
pengetahuan, keterampilan dan atau sikap perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya. 
Menurut Hutapea dan Thoha dalam Andika (2015) ada tiga komponen 
utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, 
kemampuan, dan perilaku individu. 
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Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang 
pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang 
digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki pegawai dapat digunakan 
dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut 
menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, 
pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efesiensi 
perusahaan. 
Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan 
baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan 
memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini 
sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena 
keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. 
Disamping pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang paling perlu 
diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai. Sikap (attitude) merupakan pola 
tingkah laku seseorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat 
mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang 
dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 
Pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) 
cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berada di permukaan sebagai 
karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas 
dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya yang digunakan 
untuk menggerakkan dan menyinergikan  sumber daya lainnya untuk mencapai 
tujuan organisasi. Tanpa SDM, sumber daya lainnya menganggur (idle) dan 
kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. 
Istilah SDM mencakup semua yang terdapat dalam diri manusia yang 
antara lain terdiri atas dimensi-dimensi berikut ini; 
1) Fisik manusia, keadaan fisik manusia meliputi tinggi-rendah atau 
berat-ringannya manusia, sehat-sakitnya fisik manusia, cantik-
tampan atau tidaknya, serta kuat-lemahnya fisik manusia. 
Kemampuan fisik digunakan untuk menggerakkan, mengerjakan, 
atau mengerjakan sesuatu. 
2) Psikis manusia. Keadaan psikis/kejiwaan manusia antara lain 
meliputi sehat atau sakitnya jiwa manusia, motivasi, semangat dan 
etos kerja, kreativitas, inovasi, dan profesionaliisme manusia. 
3) Sifat atau karakteristik manusia. Karakteristik manusia terdiri atas 
kecerdasan (kecerdasan intelektual, emosional, spritual, dan 
sosial), energi atau daya untuk melaksanakan sesuatu, bakat, dan 
kemampuan untuk berkembang. 
4) Pengetahuan dan keterampilan manusia. Pengetahuan manusia  
meliputi tinggi-rendahnya pendidikan, pengetahuan, keterampilan, 
dan kompetensi yang dimiliki manusia. 
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5) Pengalaman manusia. Pengalaman manusia meliputi pengalaman 
yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan 
pekerjaaan. 
Dalam merealisasikan visi, misi dan tujuannya, organisasi 
menginvestasikan sumber daya sebagai aset atau modal (capital) untuk 
menciptakan kegiatan organisasi. Modal manusia merupakan modal yang 
menentukan keunggulan kompetitif dan keberhasilan untuk mencapai tujuan 
organisasi (Wirawan, 2009 ;1-2). 
2.4 Standard Akuntansi Pemerintahan 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan 
adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 
keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah di Republik Indonesia diperlukan sebuah Standard Akuntansi 
Pemerintah (SAP)  yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. 
Penerapan SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat 
maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan 
berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemeritah pusat dan 
daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar 




Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) dinyatakan dalam bentuk 
Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan 
Pengantar Standard Akuntansi Pemerintahan, yaitu uraian yang memuat latar 
belakang penyusunan SAP. PSAP disusun dan dikembangkan oleh Komite 
Standard Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan mengacu pada Kerangka 
Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yakni prinsip-prinsip yang mendasari 
penyusunan dan pengembangan SAP bagi KSAP serta merupakan rujukan penting 
bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari 
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam PSAP. 
Untuk memudahkan pemahaman penerapan SAP, diterbitkan interpretasi 
Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (IPSAD) dan Bulletin Teknis yang 
juga dapat digunakan untuk mengantisipasi serta mengatasi masalah-masalah 
akuntansi dan pelaporan keuangan. 
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah 
jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib 
menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian, SAP menjadi satu-satunya 
standard pelaksanaan akuntansi pemerintah sehingga upaya pengharmonisan 
berbagai peraturan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan SAP 
mutlak dilakukan. 
PSAP  terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 
1. PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 
2. PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi  Anggaran 
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3. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas 
4. PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 
5. PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan 
6. PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi 
7. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 
8. PSAP No 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan 
9. PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban 
10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahn, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa 
11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian  
12. PSAP No. 12 tentang laporan operasional (Pramono dkk, 2010). 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan. SAP sesuai dengn PP No. 71 tahun 2010 memiliki satu  basis 
Penerapan yaitu basis akrual, namun dalam pelaksananaannya, entitas masih 
diperbolehkan menggunakan basis kas namun dengan jangka waktu tertentu 
2.4.1 SAP Berbasis Kas 
Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah 
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan asset, 
kewajiban dan ekuitas dalam neraca. 
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan 
diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh 
entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 
Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010). 
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP berbasis 
akrual yang mecakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan 
anggaran   (budgetary reports), sebagaimana di cantumkan pada PSAP 2, dan 
PSAP berbasis akrual untuk pelaporan financial, yang pada PSAP 12 
memfasilitasi pencatatan, pendapatan, dan beban dengan basis akrual.     
Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dilaksanakan 
secara bertahap, dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju 
akrual menjadi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar 
akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yaitu standar akuntansi 
pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, 
serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah 
pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  
Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP 
berbasis akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional. Entitas 
melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, 
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dan besarnya beban yang di tanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. 
Surplus / defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/ 
kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan ( PP NO 71 Tahun 2010). 
2.4.2 SAP Berbasis  Akrual 
SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 
utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual sertai mengakui 
pendapatan, belanja dan pembiayaaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD. 
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010). 
SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu 
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan 
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). 
SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan 
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual 
dimaksud tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 
2010. 
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses 
baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut 
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merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat 
dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap dilakukan dengan 
memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP berbasis kas 
menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka 
konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi 
pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam 
lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 1 Tentang Penyajian 
Laporan Keuangan 
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 
antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah 
laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 
besar pengguna laporan (Mahmudi, 2013;275). 
Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh 
pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur 
laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan 
keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan 
transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar 
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akuntansi pemerintahan lainnya. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur 
penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 
statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk 
tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian 
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum 
isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas 
untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual 
untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-
peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya (PSAP 
No. 1 al. 1). 
2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan 
software) untuk pemprosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai 
teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi 
komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, 
jaringan internet, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan 
dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti). 
Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi 
merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia 
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dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu 
melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan 
komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. 
Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan 
meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen 
yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu 
sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau 
dikurangi (Wahana komputer, 2003 dalam Irfan, 2008). 
Perusahaan tidak dapat bersaing secara efektif jika teknologi informasinya 
tidak memiliki kekuatan atau fleksibelitas untuk melakukan fungsi penting. 
Perusahaaan memerlukan akuntan dengan keterampilan komputer yang kuat 
sehingga dapat merancang dan mengimplementasikan sistem canggih agar sesuai 
dengan kebutuhan spesifik perusahaan serta untuk menemukan cara untuk 
melindungi dan mengisolasi data. CPA yang terampil dalam penelitian dan 
perangkat lunak (mencakup juga teknologi multimedia) akan sangat dihargai 
(Walter, 2012). Jadi jika perusahaan begitu sangat menganggap serius jasa dan 
pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja dalam pengelolaan 
keuangan dan ilmu akuntansi maka pemerintah daerah harus memperhitungkan 
ini. Karena jika perusahaan tujuaanya mampu bersaing sedangkan pemerintah 
khususnya pemerintah daerah tujuannya agar meningkatkan pelayanan publik 




Pemanfaatan IT dalam akuntansi Menurut Jurnali dan Supomo (2002) 
dalam Harifan 2009, teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-
tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini perlu menjadi perhatian: 
1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk 
melaksanakan tugas 
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja 
Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar 
unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 
3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan 
keuangan dilakukan secara komputerisasi 
4. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan softwareyang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi 
keuangan daerah disebutkan pemerintah dan pemda berkewajiban untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 
meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan 
informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat lain yang yang ditawarkan 
dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan 
informasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat 
membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan 




2.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
2.6.1 Defenisi dan Tujuan Laporan keuangan 
Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan hasil akhir dari suatu 
proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama 
periode berjalan. Periode akuntansi dapat dipakai per tahun, per 12 bulan atau per 
6 bulan tergantung perusahaan, namun umumnya per 12 bulan. Laporan keuangan 
yang dihasilkan akuntabel yang diolah secara sistematis atas dasar bukti transaksi 
yang benar, informasi yang disajikan diringkas melalui nama akun dengan nilai 
yang akurat, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan atau prinsip akuntansi yang 
berlaku secara umum. 
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007);  
“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 
cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
laporan keuangan”. 
Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan 
kepada para pemakai yang digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan 
keputusan. Menurut Trueblood Report, yang dikutip Yadiati (2007) bahwa tujuan 
laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan, sehingga semua pihak 
dengan berbagai keterbatasannya dapat menilai entitas perusahaaan dan akhirnya 
dn keuangan dapat mengambil keputusan ekonomi. IFRS Framework menyatakan 
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bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang 
posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang 
bermanfaat bagi banyak pemakai. Jadi satu laporan utuk berbagai pihak. 
(Pirmatua, 2014;19-20). 
Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum 
pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus 
pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas 
pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun 
untuk kebutuhan khusus  (Angga, 2013) 
Pemakai laporan keuangan pemerintah terdiri dari berbagai pihak. 
Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak 
terbatas pada: 
1. Masyarakat 
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 
pinjaman; dan 
4. Pemerintah (Abdul, 2014;9). 
2.6.2 Tujuan penyajian Laporan Keuangan Daerah  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan 
pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai 
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun 
politik dengan cara:  
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1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan 
sumber daya keuangan.  
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai.  
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman.  
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
2.6.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, komponen-komponen 
yang terdappat dalam satu set laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas, 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan.  
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Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan 
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan 
Laporan Perubahan Ekuitas. 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 
pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. 
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,  alokasi dan 
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 
dalam satu periode pelaporan 







6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi 
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab 
terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-





Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
Neraca mencantumkan sekurang-kurngnya pos-pos kas dan setara kas, 
investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi 
jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang 
dan ekuitas dana. 
Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam neraca jika standar 
akuntansi pemerintah mensyaratkan, atau jika penyjian yang demikian perlu untuk 
menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan. 
Pertimbangan disajikan pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada 
faktor-faktor berikut ini : 
1. Sifat, likuiditas dan matrealitas aset 
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan 
3. Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban 
Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang 
diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset 
tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas 
dasar nilai wajar yang diestimasikan. 
3. Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. 
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Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 
investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 
Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan 
arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 
tentang Laporan Arus Kas. 
4. Laporan Kinerja Keuangan 
Suatu entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual 
sebagaimana dimaksud pada PP No.71 tahun 2010 maka laporan keuangan pokok 
dilengkapi dengan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan Kinerja Keuangan 
sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 
1. Pendapatan dari kegiatan operasional; 
2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; 
3. Surplus atau defisit. 
Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan Kinerja 
Keuangan jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk 
menyajikan dengan wajar kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. 
Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan, kegiatan 
operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi 
atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Penambahan pos-pos pada Laporan Kinerja Keuangan dan deskripsi yang 
digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk 
menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi 
materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan beban. 
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5. Laporan Perubahan Ekuitas 
Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas 
sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka menyajikan sekurang-kurangnya 
pos-pos: 
1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; 
2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan 
dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; 
3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 
yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. 
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka 
laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan : 
1. Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, 
sertaperubahannya selama periode berjalan. 
2. Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah,rekonsiliasi antara 
nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode 
mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah. 
6. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas 




1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian 
target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian target; 
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; 
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi 
dan kejadian-kejadian penting lainnya; 
4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 
laporan keuangan; 
5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja 
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; 
6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,yang 
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
7. Daftar dan skedul. 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus 
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan 
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Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban 
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 
Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan 
penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya 
informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan 
informasi jatuh tempo surat-surat berharga. 
2.6.4 Kualitas laporan Keuangan 
Karakteristik kualitatif  laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki: 
1. Relevan  
Laporan keuangan bisa dikatakan releven apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 
demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: 
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 
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Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu 
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini 
c. Tepat waktu 
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 
berguna dalam pengambilan keputusan 
d. Lengkap 
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap 
mungkin, mencakup semua informasi akuntasi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan 
kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut 
dapat dicegah. 
2. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi juga hakikat atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi  secara potensial 
dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 
a. Penyajian jujur 
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Informasi menggambarkan dengan jujur transksi dan peristiwa lainnya 
yang seharusnya disajikanatau yang secara wajar dapat diharapkan 
untuk disajikan. 
b. Dapat diverikasi (verifiability) 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 
apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang 
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 
jauh. 
c. Netralitas 
3. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila 
entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 
Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang 
diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahamioleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan an lingkungan operasi entitas pelaporan, 
44 
 
serta adanya kemauan penguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud 
(Abdul, 2014;13-15). 
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 
negara pasal 3 ayat (1) berbunyi bahwa: “ keuangan negara dikelola secara tertib, 
taat pada peraturan perundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”  
Sedangkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 23 
Ayat (2) berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efesien, 
efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan 
perundang-undangan”( Icuk dan mohammad, 2012 ;4-10). 
2.7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat pemerintah 
daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana 
fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan 
berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk 
pembentukan SKPD adalah pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah. 
Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh setiap SKPD. Selanjutnya, 
laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi aporan 
keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten. 
Laporan keuangan yang harus dibuat SKPD adalah : 
1. Laporan realisasi anggaran 
2. Neraca, dan 
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3. Catatan atas laporan keuangan   
Laporan keuangan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahunanggaran, 
yaitu semester pertama dan semester kedua. Laporan keuangan semester kedua 
berisi data informasi keuangan semester I dan II. 
Proses pembuatan laporan keuangan SKPD secara manual pada dasarnya 
sama dengan proses pembuatan laporan keuangan pada akuntansi komersil. 
Pembuatan laporan keuangan tersebut dimulai dengan posting jurnaal yang telah 
dibuat ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian 
penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan, hingga membuat dana untuk 
beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir langsung dan 
rekening kas daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis 
belanja seperti itu dikenal dengan belanja langsung (LS) adalah LS gaji dan 
tunjangan dan belanja LS barang dan jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS 
adalah PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh 
PPKD (Deddi dan Ayuningtyas, 2010;204) 
2.8 Pandangan Islam Mengenai Kualitas Laporan Keuangan 
Dalam Al- quran Surat Al-baqarah ayat 282 Allah berfirman; 
 اَِرإ إَُُيآ ٍَ ِٚزَّنا بََُّٓٚأ ا ِتبَك َْةأَٚ َلَ َٔ  ۚ ِلْذَعْنبِث ٌِتتبَك ْىُكََُْٛث ُْتتْكَْٛن َٔ  ۚ ُُُِٕجتْكبَف ٗ ًًّّ َغُي ٍمََجأ ٰٗ َِنإ ٍ ْٚ َِذث ُْىتُْ َٚاََذت ُتتَْكٚ ٌْ َأ ٌت
 ْجَٚ َلَ َٔ  ُ َّّثَس َ َّاللَّ ِكَّتَْٛن َٔ  ُّكَذْنا ِّ ْٛ َهَع ِ٘زَّنا ِِمه ًْ ُْٛن َٔ  ُْتتْكََْٛهف ۚ ُ َّاللَّ ُّ ًَ َّهَع ب ًَ َك ُّكَذْنا ِّ ْٛ َهَع ِ٘زَّنا ٌَ بَك ٌْ ِإَف ۚ بًّئْٛ َش ُُِّْي ْظَخ
 ٍِ ْٚ َذِٛٓ َش أُذِٓ ْشَتْعا َٔ  ۚ ِلْذَعْنبِث ُُِّّٛن َٔ  ِْمه ًْ َُْٛهف َٕ ُْ َّم ًِ ُٚ ٌْ َأ ُعِٛطَتْغَٚ َلَ ْٔ َأ بًّفِٛعَض ْٔ َأ بًِّٓٛفَع َب ُٕكَٚ ْىَن ٌْ ِإَف  ْىُكِنبَجِس ٍْ ِي 
 َشْيا َٔ  ٌمُجََشف ٍِ ْٛ َهُجَس َْةأَٚ َلَ َٔ  ۚ ٰٖ َشُْخْلْا ب ًَ ُْاَذِْدإ َش ِّكَُزتَف ب ًَ ُْاَذِْدإ َّمِضَت ٌْ َأ ِءاََذٓ ُّشنا ٍَ ِي ٌَ ْٕ َضَْشت ٍْ ًَّ ِي ٌِ بََتأ
 ُطَغَْلأ ْىُكِن
َٰر ۚ ِّ ِهََجأ ٰٗ َِنإ ا ًّشِٛجَك ْٔ َأ ا ًّشِٛغَص ُُُِٕجتَْكت ٌْ َأ إَُيأْغَت َلَ َٔ  ۚ إُعُد بَي اَِرإ ُءاََذٓ ُّشنا  َذُْ ِع ِحَدبَٓ َّشِهن ُو َٕ َْلأ َٔ  ِ َّاللَّ
 ٌحبَُُج ْىُكْٛ َهَع َظْٛ ََهف ْىُكَُْٛ َث بََٓ ُٔشُِٚذت ًّحَشِضبَد ًّحَسبَِجت ٌَ ُٕكَت ٌْ َأ َِّلَإ  إُثبَتَْشت ََّلَأ ٰٗ َ َْدأ َٔ اَِرإ أُذِٓ َْشأ َٔ  ۗ بَُُْٕجتَْكت ََّلَأ
 َٔ  ۚ ٌذِٛٓ َش َلَ َٔ  ٌِتتبَك َّسبَُضٚ َلَ َٔ  ۚ ُْىتَْعٚبَجَت ٌىِٛهَع ٍء ْٙ َش ِّمُكِث ُ َّاللَّ َٔ  ۗ ُ َّاللَّ ُىُك ًُ ِّهَُعٚ َٔ   َ َّاللَّ إُمَّتا َٔ  ۗ ْىُكِث ٌقُُٕغف ُ ََِّّإَف إُهَعْفَت ٌْ ِإ  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkan kepadanya , maka hendaklah dia menuliskan.  Dan hendaklah orang 
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yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-
nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika orang yang 
berutang itu kurang akalnya atau lemah (keadaannya) , atau tidak mampu 
mendiktekan sendiri , maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada 
(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 
perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar 
jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah 
saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 
menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 
mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 
perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi 
kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual 
beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu 
lakukan(yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 
mengetahui segala sesuatu”. 
 
Dalam hal ini hubungannya dengan satuan kerja perangkat daerah adalah 
bahwa SKPD membuat laporan keuangan dari pemerintah 
/provinsi/kabupaten/kota. Yang mana SKPD harus bertanggung jawab atas 
laporan keuangan yang dibuatnya tersebut. Dalam pandangan islam berdasarkan 
ayat diatas bahwa SKPD harus jujur dalam melakukan pencatatan dalam laporan 
keuangan. Apabila terjadi transaksi-transaksi maka harus disertai dengan bukti 
transaksi atau ada sanksi-sanksinya. Jika melakukan pencatatan dan pelaporan 
keuangan dengan tidak jujur atau menambah dan mengurangi sesuatu maka kita 
sebagai muslim tidak mematuhi perintah Allah Swt dan tentunya kita akan 
berdosa. 
Dalam hal ini hubungannya dengan satuan kerja perangkat daerah adalah 
bahwa SKPD membuat laporan keuangan dari pemerintah provinsi/ kabupaten/ 
kota. Yang mana SKPD harus bertanggung jawab atas laporan keuangan yang 
dibuatnya tersebut. Dalam pandangan islam berdasarkan ayat diatas bahwa SKPD 
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harus jujur dalam melakukan pencatatan dalam laporan keuangan. Apabila terjadi 
transaksi-transaksi maka harus disertai dengan bukti transaksi atau ada saksi-
saksinya. Jika melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan tidak jujur 
atau menambah atau mengurangi sesuatu maka kita tidak mematuhi perintah 
Allah Swt dan tentunya akan mendapatkan dosa. 
Dalam konteks pandangan islam tentang pemerintahan, dalam 
pemerintahan islam pemimpin dianjurkan untuk berlaku amanah dan jujur. 
Sebagaimana yang tercantum dalam hadist nabi Saw yang diriwayatkan oleh 
sahabat nabi Khudzaifa sebagaimana berikut; 
بََُث َّذَد َلبَل ََخفْٚ َزُد ٍْ َع  ٌَّ َأ بََُث َّذَد.َشَخَلَْا ُشِظَتَْ َأ بَ َأ َٔ  ب ًَ َُْذََدا ُتْٚ َأَس ٍِ ْٛ َث ْٚ ِذَد َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُاللَّ َّٗهَص ِاللَّ ُل ْٕ ُعَس َلْْا 
 ٍَ ِيا ْٕ ًُ ِهَع َُّىث ِلبَج ِّشنا ِة ْٕ ُُهل ِسْزَج ْٙ ِف ْتَنََض  ََخ بَي  ُمُج َّشنا ُوَبَُٚ َلبَل َبِٓعْفَس ٍْ َع َبَُث َّذَد َٔ  ِخَُّ ُّغنا ٍَ ِيا ْٕ ًُ ِهَع َُّىث ٌِ آُْشمْنا
 ُْمتَف َخَي ْٕ َُّنا ُوَبَُٚ َُّىث ِتْك َٕ ْناَِشَثا َمْثِي بََُْشَثأ َُّمظََٛف ِّ ِجَْهل ٍْ ِي َُخ بََيْلْا ُضَجُْمتَف َخَي ْٕ َُّناْنا َْمثِي َبَُْشَثا َٗمْجََٛف ُضَج ِمْج ًَ
 ٌَ ْٕ َُعٚ َبَجتَٚ ُطبَُّنا ُِخجُْصَٛف ٌء ْٙ َع ِّ ِْٛف َظْٛ َن َٔ ا ًِّشجَتُُْي ُِاََشتَف َِطفََُف َِكهْجِس َٗ هَع َُّتْجَشْدَد ِش ًْ َجَك ِّ٘د َ ُٚ ٌذََدأ ُدبََكََٚاَف 
 ََأبي ِمُج َّشِهن ُلبَُّمٚ َٔ  بًُّْٛ َِيأ ًّاَُجَس ٌٍ َُاَف ْٙ َُِث ْٙ ِف ٌَّ ِإ ُلبَُمَٛف َخَ َبيَلْْا ِخَّجَد ُلبَمْثِي ِّ ِجَْهل ْٙ ِف بَي َٔ  ََُِذهَْجا بَي َٔ  َُّفَشَْظا َبي َٔ  ََُّهمْع
 َع ُِ َّدَس ب ًًّ ِهْغُي ٌَ بَك ٍْ ِئَن ُتْعَٚبَث ْىُكََّٚأ ْٙ ِن بَُثأ بَي َٔ  ٌ بَيَص َّٙ َهَع ََٗتأ َْذمَن َٔ  ٌِ ب ًَ ْٚ ِا ٍْ ِي ٍلَدْشَخ ٌَ بَك ٌْ ِإ َٔ  َُواَْعِلإْا َّٙ َه
 َّدَس بًَِّّٛاَشْصَ.بًََُّاَف َٔ  بًََُّاَف َِّلَإ ُعِٚ َبُثأ ُتُْ ُك ب ًَ َف َو ْٕ َْٛنا ب ََّيأَف ِّ ِْٛعبَع َّٙ َهَع ُِ )ْقبَلِشنا ِةبَتِك ْٙ ِف ُّ٘ ِس بَُخجْنا َُّجَشَْخا(
            
Artinya: Dari Khudzaifah berkata, Rasulullah SAW menyampaikan 
kepadaku dua hadis, yang satu telah saya ketahui dan yang satunya lagi masih 
saya tunggu. Beliau bersabda kepada kami bahwa amanah itu diletakkan di lubuk 
hati manusia, lalu mereka mengetahuinya dari Al Qur’an kemudian mereka 
ketahui dari al hadis (sunnah). Dan beliau juga menyampaikan kepada kami 
tentang akan hilangnya amanah. Beliau bersabda: seseorang tidur lantas amanah 
dicabut dari hatinya hingga tinggal bekasnya seperti bekas titik-titik. Kemudian ia 
tidur lagi, lalu amanah dicabut hingga tinggal bekasnya seperti bekas yang 
terdapat di telapak tangan yang digunakan untuk bekerja, bagaikan bara yang di 
letakkan di kakimu, lantas melepuh tetapi tidak berisi apa-apa. Kemudian mereka 
melakukan jual beli/transaksi-transaksi tetapi hampir tidak ada orang yang 
menunaikan amanah maka orang-orang pun berkata: sesungguhnya dikalangan 
bani Fulan terdapat orang yang bisa dipercayai dan adapula yang mengatakan 
kepada seseorang alangkah pandainya, alangkah cerdasnya, alangkah tabahnya 
padahal pada hatinya tidak ada iman sedikitpun walaupun hanya sebiji sawi. 
Sungguh akan datang padaku suatu zaman dan aku tidak memperdulikan lagi 
siapa diantara kamu yang aku baiat, jika ia seorang muslim hendaklah 
dikembalikan kepada Islam yang sebenarnya dan juga ia seorang nasrani maka dia 
akan dikembalikan kepadaku oleh orang-orang yang mengusahakannya. Adapun 




Dari hadis diatas jika kita melihat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dimana SKPD merupakan institusi pemerintah yang menjalankan amanah 
masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaaan kepada pegawai-pegawai dan 
semua tenaga kerja di SKPD untuk mengatur dan memberikan pelayanan publik. 
Oleh karena itu SKPD hendaknya harus menjalankan amanah dan menjaga 
kepercayaan masyarakat tersebut. Dalam hal yang berhubungan dengan laporan 
keuangan SKPD harus meningkatkan transaparansi dan akuntabilitas dari laporan 
keuangan. Menuliskan dengan jujur sesuai ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
2.9 Penelitian Terdahulu  
Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah yang mana akan melihat 
pengaruh beberapa variabel terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Dalam penelitian sebelumnya hanya meneliti beberapa variabel yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian mengacu pada penelitian 
Andika (2015) dengan menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia 
dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Namun dalam penelitian ini penulis 
menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi. 
Selain itu penelitian Irfan (2008) yang menjelaskan tentang pengaruh 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap 
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Sumber;Penelitian terdahulu dengan proses pengolahan pribadi 
2.10 Kerangka Pemikiran 
Dalam penelitian ini menggunakan teori sikap dan prilaku. Kerangka 
pemikiran menggambarkan hubungan variabel depanden dengan variabel 
independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kompetnsi SDM, 
penerapan SAP, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan variabel 
independen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah. 
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Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya  masih harus 
dilakukan pengujian. Hipotesis ini dimaksudkan untuk memberi arah bagi analisis 
penelitian (Marzuki, 2005 dalam Tarina, 2014). 
2.11.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa 
pengetahuan, keterampilan dan atau sikap perilaku yang diperlukan 
dalampelaksanaan tugas jabatannya. 
Sedangkan SDM adalah suatu kesatuan adalah satu kesatuan tenaga 
manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sebagai penjumlahan karyawan-
karyawan yang ada. Sebagai kesatuan Sumber Daya Manusia harus dipandang 
sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan 
organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan 
yang diperoleh pegawai (Matindas, 2002). 
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap unit satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, 
yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti 
pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal 
tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya 
manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi 
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dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam 
memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan 
laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang 
ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Andika, 2015).  
Dalam Andika (2015) variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian diatas 
maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut: 
H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan  
2.11.2 Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan 
keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah di Republik Indonesia diperlukan sebah Standard Akuntansi 
Pemerintah (SAP)  yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. 
Penerapan SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat 
maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan 
berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemeritah pusat dan 
daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar 
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pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta 
akuntabilitas (Nurlan, 2008;3). 
Dalam Andika (2015) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian diatas 
maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut: 
H2: Penerapan standard akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
2.11.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Perusahaan tidak dapat bersaing secara efektif jika teknologi informasinya 
tidak memiliki kekuatan atau fleksibelitas untuk melakukan fungsi penting. 
Perusahaaan memerlukan akuntan dengan keterampilan komputer yang kuat 
sehingga dapat merancang dan mengimplementasikan sistem canggih agar sesuai 
dengan kebutuhan spesifik perusahaan serta untuk menemukan cara untuk 
melindungi dan mengisolasi data. CPA yang terampil dalam penelitian dan 
perangkat lunak (mencakup juga teknologi multimedia) akan sangat dihargai 
(Walter,2012). Jadi di era globalisasi yang mana teknologi informasi memiliki 
peranan penting, maka pemerintah harus bisa memanfaatkan teknologi informasi 
tersebut agar kinerja terbantu dan hasilnya efektif dan efesien. Sehingga akan 
menambah kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 
Menurut Wahana komputer  dalam Irfan Teknologi informasi selain 
sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan 
penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk 
penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi 
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informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki 
manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin 
tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan 
bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang 
dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer 
akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-
komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam 
suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau 
dikurangi. 
Dalam Irfan (2008) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari uraian diatas maka 
dirumuskan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut: 
H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan  
2.11.4 Pengaruh Simultan 
Berdasarkan penelitian yang telah dibuktikan oleh Andika (2015) 
kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah 
berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut:  
H4: Kompetensi SDM, Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP), 
dan Pemanfaatan Teknologi berpengaruh secara simultan terhadap kaulitas 
laporan keuangan 
